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ABSTRAKSI

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan
tingkat kemandirian daerah periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.
Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah tingkat
kemampuan pembiayaan diukur dengan rasio antara Penerimaan Asli Daerah
(PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR), tingkat ketergantungan diukur dengan
rasio antara Bantuan/subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), dan
tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD terhadap TPD.

Data yang digunakan adalah data tiga tahun periode sebelum otonomi
daerah yaitu tahun 1998, 1999, 2000 dan tiga tahun setelah otonomi daerah yaitu
tahun 2001, 2002, 2003. Alat analisis yang digunakan adalah uji Paired Sample t
Test.

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang sigmfikan
variabel tingkat kemandirian daerah berupa tingkat kemampuan pembiayaan dan
tingkat ketergantungan. Nilai rata-rata variabel tersebut menunjukkan periode
sebelum otonomi daerah tinggi secara signifikan dibandingkan sesudah otonomi
daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya
perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.
Nilai rata-rata tingkat ketergantungan sebelum maupun sesudah otonomi daerah
menunjukkan nilai yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa otonomi daerah
tidak membawa dampak terhadap tingkat ketergantungan daerah, artinya
bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih nyata.

Kata kunci : Kemandirian daerah
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Cita-cita otonomi daerah dinyatakan di negara Indonesia melalui

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut beserta

penjelasanya memberi gambaran adanya kaitan antara otonomi daerah dengan

bentuk negara kesatuan, yaitu pada pasal 1ayat 1dan pasal 18 UUD 1945.

Indonesia sebagai negara republik dan negara kesatuan yang menganut

asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Hal ini ditunjukkan oleh pasal 18 UUD 1945 yang antara lain

menyatakan, bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan

bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Daerah Indonesia dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Dengan demikian UUD

1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan

memberikan kewenangan yang luas. nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pemerintah Orde Baru menetrpkan realisasi otonomi daerah melalui

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dengan konsep otonomi yang nyata, dinamis

dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi di dalam salah satu bagian undang-

undang tersebut yang menyatakan bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban

dari pada hak, maka kontrol pemerintah pusat terhadap daerah menjadi sangat



Pemerintah Kabupaten/Kota: meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah

dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah; dan makin

terkoordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah serta antara

pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1997:1).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pada dasamya mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa

dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu Undang-

Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan

daerah kota dengan prinsip bahwa pelaksanaan otonomi daerah hams lebih

meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tingkat kemandirian Daerah

Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah, Suatu Kajian

Empiris di Propinsi Jawa Barat".



1.2 MASALAH PENELITIAN

Dari latar belakang yang telah diutarakan di atas maka masalah yang

muncul adalah apakah antara periode sebelum dan setelah diberiakukannya

otonomi daerah kemandirian daerah pemerintah kabupaten/kota terdapat

perbedaan yang signifikan?

1.3 BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini suatu kajian empiris di propinsi jawa Barat, artinya sampel

tidak berasal dari seluruh propinsi di Indonesia sebagai suatu populasinya,

sehingga simpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada propinsi Jawa

Barat.

2. Tolok ukur atau variabel tingkat kemampuan pembiayaan daerah, tingkat

ketergantungan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan salah satu di antaranya dari beberapa tolok

ukur yang ada.

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu

tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000,2000 dan tiga tahun sesudah otonomi

daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002. 2003.



1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kemampuan pembiayaan daerah

pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi

daerah terdapat perbedaan yang signifikan.

2. Untuk mengetahui apakah tingkat ketergantungan pemerintah

kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat

perbedaan yang signifikan.

3. Untuk mengetahui apakah tingkat desentralisasi fiskal pemerintah

kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat

perbedaan yang signifikan.



1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

• Penulis

Penelitian ini mempakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam
menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah dan
menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Akuntansi Sektor Publik.

• Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka
meningkatkan kemandirian daerah Pemerintah Daerah di era otonomi

daerah.

• Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka tentang
Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).



1.6 METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota

yang sudah ada pada periode pengamatan di propinsi jawa barat.

2. Sumber Data dan Tekhnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs internet

www.depkeu.go.id. Data tersebut merupakan data realisasi Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh propinsi

jawa barat. Periode APBD yang menjadi pengamatan penelitian ini adalah

periode anggaran tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran

1998/1999, 1999/2000, dan 2000 dan Periode anggaran setelah otonomi

daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002, 2003. Karena otonomi daerah

diberlakukan pada 1 Januari 2001 maka tahun anggaran 2000 mempakan

periode satu tahun anggaran.

3. Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan

kemandirian daerah pemerintah kabupaten/kota tersusun sebagai berikut:

• Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin pada penelitian

ini diukur dengan analisis rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap jumlah pengeluaran rutin (PR) (Halim, 2001).



• Tingkat Ketergantungan

Bagian ini akan mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini diukur dengan

analisis rasio antara bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan

Daerah (TPD) (Kuncoro, 1995).

• Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan analisis

rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) (Musgrave &

Musgrave. 1991).

4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan variabel-variabel di atas maka hipotesis yang dapat

dikembangkan adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1:

H0: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara

periode sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan

yang signifikan

Hi: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara

periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang

signifikan.

Hipotesis 2:

H0: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan yang

sisnifikan.



H2: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang

signifikan.

Hipotesis 3:

H0: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan yang

signifikan.

H3: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang

signifikan.

5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hopotesis diatas menggunakan pengujian statistik

parametrik yaitu uji t untuk dua sampel berpasangan (Paired Sample t Test),

uji t ini digunakan untuk menguji dua sample yang berpasangan yaitu sampel

sebelum dan sesudah di berlakukanya otonomi daerah apakah mempunyai

rata-rata tingkat kemampuan pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat

desentralisasi fiskal daerah secara nyata atau signifikan berbeda atau tidak.

Jika temyata data tidak normal maka dalam penelitian ini akan digunakan

pengujian non parametrik yaitu uji data dua sampel yang berhubungan (uji

peringkat bertanda Wilcoxon).

6. Metode Analisis data

Data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis nomialitas.

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal



atau tidak dengan uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. Analisis ini

sebagai prasyarat dari uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (Paired

Sample t Test).



1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka penyusunan skripsi, penulis akan menyajikan sistematika

penulisan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan yang akan dijukan oleh

penulis.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian. dan

Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi: Mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi

penelitian ini dan beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian

terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi: Mengenai data umum dan data khusus yang

digunakan dalam objek penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi: tentang hasil dari pengujian hipotesis dan

pengujian asumsi klasik, serta pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tiga hal, yaitu: kesimpulan, keterbatasan penelitian,

implikasi penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi adalah penyerahan tanggung jawab antar berbagai tingkatan

pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Sejak

disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 (telah direvisi dengan

UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun

1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan sistem pemerintahan

dari yang sentralistik menjadi desentralistik menjadi tuntutan yang tidak

terhindarkan.

Kedua UU tersebut menekankan bahwa pengembangan otonomi Daerah

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi

masyarakat, pemerataan, keadilan, pengembangan peran dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah. Kedua UU tersebut, juga telah memberi kejelasan arah yang ingin dicapai

dan memberi keleluasaan bagi daerah melebihi apa yang ada di masa sebelumnya.

Di dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah,

peranan penting keuangan daerah adalah adanya pemantapan otonomi daerah.

Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan

keputusan dan administrasi pembangunan serta delegasi pembiayaan



pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan

sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam

memanfaatkan potensi alam dan ekonomi serta manajemen keuangan daerah

(Sumodiningrat, 1997:1).

2.1.2 Kemandirian Daerah

Secara umum, kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah

tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah

pusat. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah akan

semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian

dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran atau

kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutinnya dan masih mampu

membiayai pengeluaran pembangunan. Hal tersebut akan mencerminkan

kemandirian daerah apabila penerimaan asli daerah (PAD) mampu membiayai

pengeluaran rutin dan masih mampu membiayai pengeluaran pembangunannya.

Untuk bantuan/subsidi dari pemerintah pusat seharusnya semakin berkurang,

sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah/Tingkat Desentralisasi

Fiskal semakin besar dibandingkan dengan proporsi ketergantungan daerah

terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.



2.1.3 Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari

sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), yang terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan Iain-lain PAD yang sah. Besamya

PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah,

1995). Seiring dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.4 Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi

yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Halim, 2001).

Tingkat kemampuan pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa

jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai pengeluaran rutin.

Indikator tingkat kemampuan pembiayaan suatu daerah diukur dengan rasio PAD

terhadap pengeluaran rutin (PR).

Belanja rutin atau pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya

hanya untuk 1 tahun periode anggaran dan tidak dapat menambah aset atau
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kekayaan bagi pemerintah. disebut rutin karena siiat pengeluaran tersebut

berulang-ulang pada setiap tahun.

Pada dasarnya pengeluaran rutin merupakan perwujudan dan pemakaian

dana-dana untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah, di samping

kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi. Oleh karena itu belanja pegawai
menunjukkan jumlah terbesar di antara semua jenis pengeluaran rutin.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002

menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2003 struktur dan format APBD
berdasarkan penyusunan anggaaran berbasis kinerja. Pada bab I bagian pertama

pasal 2ayat 1menyatakan "Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri
dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan." Belanja daerah tersebut
terbagi menjadi Belanja Asmmistrsi Umum (BAU), Belanja Operasi dan
Pemeliharaan (BOP), dan Belanja Modal. Belanja Administrasi Umum bersifat

rutin karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam

menjalankan pemerintahan selama 1tahun periode anggaran, sedangkan Belanja
Modal dan Belanja Operasi dan Pamaliharaan sifatnya tidak rutin karena

digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang lebih dari 1 tahun

periode anggaran.

2.1.5 Tingkat ketergantungan

Konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem

desentralisasi pemerintahan. daerah yang memperoleh wewenang pemerintahan

baik wewenang atribusi maupun wewenang pelimpahan, senantiasa akan

menyelenggarakan wewenangnya sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki.



Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang di dalamnya termasuk

pembangunan daerah, sekalipun pada dasarnya merupakan wewenang daerah,

namun dengan keterbatasan yang dimiliki, daerah tetap memerlukan dukungan

sumber dana dari pemerintah. Dalam kaitan itulah, lahir Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No 33 Tahun 2004) tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mempakan wujud

perhatian dan bantuan pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan otonomi

daerah.

Secara umum terdapat tiga jenis bantuan (Sidik, 2001: 1), kepada daerah

otonom. yaitu:

1. Subsidi, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mtin daerah.

2. Bantuan, bertujuan untuk bantuan pembangunan baik yang bersifat umum

maupun khusus.

3. Daftar Isisn Proyek (DIP).

Subsidi dan bantuan dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat

pemerintahan (Intergovernmental Grants), dikarenakan subsidi dan bantuan

tersebut mempakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk

DIP diklasifikasikan ke dalam in kind allocation, dan dana tersebut tidak termasuk

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, pada hubungan keuangan pemrintah dan

daerah mengalami modifikasi. Bantuan/subsidi tidak diterapkan lagi akan tetapi

digantikan dengan pemberian subsidi perimbangan keuangan atau Subsidi Daerah

Otonom (SDO).
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Bantuan/subsidi dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi dan

desentralisasi yaitu bempa dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Indikator tingkat ketergantungan suatu daerah diukur dengan rasio

bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan daerah (TPD). Ukuran rasio ini

menjukkan seberapa besar bantman/subsidi suatu daerah dalam mendominasi total

penerimaan daerah.

2.1.6 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang

penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan

pemanfaatanya diatur dan dilakukan oleh pusat. Dengan demikian terjadinya

pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan Negara

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Indikator tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah diukur dengan rasio

PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD). Seberapa besamya proporsi PAD

sebagai sumber penerimaan daerah, menunjukkan tingkat kewenangan dan

tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu

kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah

pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-

program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan

pembiayaanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Di kebanyakan daerah, PAD hanya menyumbang 10-30% dari penerimaan

APBD pemerintah Kabupaten/Kota, hanya beberapa Kabupaten/Kota saja yang



memiliki PAD lebih dari 50% (Halim.2000). Kenyataan ini menunjukkan bahwa

pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam

membangun daerahnya sendiri.

2.1.7 Keuangan Daerah: Sebelum dan Sesudah Otonomi

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde

bam di dasarkan pada UU. No.5 tahun 1974. Disamping mengatur pemerintahan

daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi. pemerintah

mengeluarkan satu paket Undang-undang otonomi daerah. yaitu UU No.22 Tahun

1999 (telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah

dan UU NO 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004)

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam

UU No. 22 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari perintah pusat ke

pemerintah daerah yang diatur dalam UU No 25. Tanpa adanya otonomi keuangan

daerah tidak akan pemah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua

Undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002).

Dalam perkembangannya format APBD mengalami beberapa perubahan,

pada tahun 1998/1999 format APBD Berdasar pada Kepmendagri No. 110 tahun

1998. untuk dana atau bantuan dari pemerintah pusat berupa pos sumbangan dan

bantuan, sedangkan format APBD pada tahun 1999/2000 berdasar pada UU No.

25 tahun 1999 dimana dana bantuan dari pusat bempa pos SDO (Subsidi Daerah
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Otonom), setelah berlakunya otonomi daerah. dana bantuan dari pusat tersebut

berupa pos dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebagai data yang

digunakan dalam penelitian ini.

Berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002

menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2003 struktur dan format APBD

berdasarkan penyusunan anggaaran berbasis kinerja. Pos pengeluaran mtin untuk

tahun anggaran 2003 tidak digunakan lagi, maka peneliti menggunakan data

pengeluaaran rutin dalam penelitian ini adalah pos Belanja Asministrsi Umum

(BAU) karena Belanja Administrasi Umum bersifat rutin yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan selama 1

tahun periode anggaran.



2.2 Pengembangan Hipotesis

Studi tentang tingkat kemampuan pembiayaan daerah yang dilakukan oleh.

Yuliati (2001) studi kasus kabupaten Sleman Yogyakarta menyatakan bahwa

tingkat kemandirian daerah menjelang diberiakukannya otonomi daerah dilihat

dari indikator kemampuan pembiayaan daerah yaitu rasio penerimaan asli daerah

(PAD) terhadap pengeluaran rutin (PR) dengan menggunakan uji signifikansi

koefisien regresi menghasilkan kecenderungan PAD/PR yang signifikan. Ini

menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan PAD dalam membiayai

pengeluaran rutinnya. Data yang digunakan adalah realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta data time series

kurun waktu tahun 1982/1983-1999/2000,. Setelah melaksanakan otonomi daerah,

kabupaten sleman sebagai daerah uji coba pada tahun 1996/1997 menyatakan

bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran mtin meningkat, kecuali

pada tahun 1999/2000 kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran mtin

tersebut mengalami penurunan. Menurunnya kemampuan PAD tersebut

disebabkan oleh pengeluaran mtin yang makin besar terutama untuk membiayai

pegawai yang ditransfer dari pusat.

Studi lain tentang tingkat kemampuan pembiayaan daerah juga dilakukan

oleh Landiyanto (2005) studi kasus kota Surabaya dalam kurun waktu 1998/1999-

2002 dengan menggunakan analisis deskriptif, menyatakan bahwa tingkat

kemandirian daerah dilihat dari indikator iasio PAD terhadap pengeluaran mtin

(PR) kota Surabaya periode sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi

daerah cenderung mengalami penumnan dari tahun ke tahun, ini dikarenakan

rr,*--



Belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Oleh

karena itu, pemerintah kota Surabaya perlu meningkatan penerimaan sumber

daya dan penerimaan kota Surabaya dengan meningkatkan penerimaan dari

perpajakan dan retribusi daerah.

Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis

dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

Hi: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara

periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan

yang signifikan

Studi mengenai tingkat ketergantungan daerah dilakukan oleh Nuryadin

(2004) dan Landiyanto (2005), di mana pada penelitian deskriptif yang dilakukan

Nuryadin studi kasus Kota Magelang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan

Kota Magelang dilihat dari indikator rasio bantuan/subsidi (B) terhadap Total

Penerimaan Daerah (TPD) setelah otonomi daerah lebih besar dibandingkan

sebelum otonomi daerah, ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah

Kota Magelang terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih besar. Studi

lain yang dilakukan oleh Landiyanto menyatakan bahwa tingkat ketergantungan

daerah kota Surabaya periode sebelum otonomi daerah menunjukkan tingkat

ketergantungan yang sangat tinggi mencapai tingkat 50%, sedangkan pada periode

sesudah otonomi daerah menunjukkan penurunan yang sangat drastis hingga pada

tingkat 10%.
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Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis

dapat dikembangkan sebagai berikut:

H2: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang

signifikan

Studi mengenai tingkat desentralisasi fiskal dilakukan oleh Haryadi (2002)

yang merupakan suatu kajian empiris di propinsi Jawa Timur. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten/kota di propinsi Jawa

Timur periode sebelum terjadinya krisis moneter berbeda secara signifikan

dibanding periode sesudah krisis. Data yang yang digunakan adalah realisasi

APBD seluruh kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur periode dua tahun sebelum

krisis yaitu periode anggaran 1995/1996-1996/1997 dan periode dua tahun

sesudah krisis yaitu anggaran 1998/1999-1999/2000. dengan menggunakan uji t

dua sampel berpasangan (paired sample t test) menyatakan bahwa tingkat

desentralisasi fiskal yaitu indikator rasio antara PAD terhadap TPD berbeda

secara signifikan, perbedaan tersebut ditunjukkan dengan nilai mean sebelum

periode terjadinya krisis moneter lebih tinggi secara signifikan dibandingkan
sesudah krisis. Studi lain tentang tingkat desentralisasi fiskal ini dilakukan juga

oleh Nuryadin yang menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang terjadi di

Kota Magelang sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan setelah

otonomi daerah.



Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas. maka hipotesis

dapat dikembangkan sebagai berikut:

H3: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara

periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan

yang signifikan



25

3.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah

data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder

tersebut adalah data tentang realisasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampel tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil analisis rasio atau hasil pembagian

antara dua variabel yang saling berhubungan.

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

Peneliti ini mendapatkan data realisasi APBD kabupaten/kota di propinsi

Jawa Barat melalui fasilitas internet dengan alamat website www.depkeu.go.id.

3.5 Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemampuan Pembiayaan Tingkat kemampuan

pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa jauh

penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai

pengeluaran rutin. Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio

antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah

pengeluaran rutin (PR).

PAD

Rasio tingkat kemampuan pembiayaan =
PR
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2. Tingkat Ketergantungan. Tingkat ketergantungan daerah yaitu

untuk mengukur seberapa besar porsi bantuan/subsidi yang

diterima oleh kabupaten/kota dalam mendominasi penerimaan

daerahnya. Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara

bantuan/subsidi (B) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

B

Rasio tingkat kemampuan pembiayaan =
TPD

3. Tingkat desentralisasi fiskal. Tingkat desentralisasi fiskal yaitu

untuk mengukur seberapa besar porsi PAD yang diperoleh

kabupaten/kota dalam memaksimalkan penerimaan daerahnya.

Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara penerimaan

asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

PAD

Rasio tingkat kemampuan pembiayaan =

TPD

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan

menggunakan pengujian normalitas. Uji normalitas data yang digunakan tersebut

adalah uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. Tujuan dari uji ini adalah

untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi

normal atau tidak. Analisis ini sebagai prasyarat dari uji beda ;intuk dua sampel

yang berpasangan (Paired Sample t Test). Untuk mendeteksi bahwa data tersebut

berdistribusi normal jika nilai asymp. Sig/asymptotic significance (2-tailed)

lebih besar dibandingkan nilai probabilitasnya yaitu 0.05.



3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hopotesis di atas menggunakan penman
statistik parametrik yaitu uji , untuk dua sampel berpasangan (Paired Sample ,
Test), uji , ini digunakan untuk menguji dua sample yang berpasangan yain,
sampel sebe.um dan sesudah diberiakukanya otonomi daerah apakah mempunya,
rata-rata tingkat kemampuan pembiayaan. tingkat ketergantungan dan tingka,
desentral.sasi ftska. daerah seeara nyata atau signifikan berbeda atau tidak.
Perhitungan pengujian statist* ini menggunakan program SPSS 11.0. Kriteria
penerimaan atau penolakan hipotesis dengan melihat nilai signifikansi (2,ai.ed)
jika lebih kecii dari probabil.tasnya (0.05) maka H„ d.toiak dan sebaliknya jika
nrlai signifikansi (2-,ailed) lebih besar dari probabilitasnya (0.05) maka H. gaga,
ditolak. Apabila ternyata data tidak normal atau seluruhnya tidak normal maka
dalam penelitian ini menggunakan pengujian non parametrik.
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4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data bersifat

normal ataukah tidak dari masing-masing variabel yang digunakan dalam

penelitian ini. Uji ini digunakan untuk menentukan jenis alat analisis dalam

melakukan uji beda yaitu uji beda statistik parametrik atau dengan uji beda

statistik non parametrik. Pengujian terhadap normalitas data tersebut

menggunakan alat uji yaitu one-sample kolmogorov-smirnov test dengan tingkat

signifikansi (<x)=5%. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai

signifikansi 5% maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai nilai Asymp.

Sig (2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikansi 5% maka data tidak berdistribusi

normal.

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas data dari masing-masing

variabel data periode 3tahun sebelum otonomi daerah yaitu data dari tahun 1998-

2000 dan periode 3tahun setelah otonomi daerah yaitu tahun 2001-2003.

Tabel 4.1

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

rasio periode Asymp. Sig (2-tailed) keterangan

PAD/PR sebelum 0,159 normal

sesudah 0,160 normal

B/TPD sebelum 0,181 normal

sesudah 0,382 normal

PAD/TPD sebelum 0,084 normal

sesudah 0,078 normal
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Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas data

periode sebelum maupun periode sesudah otonomi daerah dari semua variabel

penelitian memiliki nilai Asymp. Sig diatas nilai probabilitas yaitu 5%. Dari hasil

tersebut menunjukkan data berdistribusi normal (selengkapnya lihat lampiran).

Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan alat analisis parametrik yaitu

paired sample t test.

4.2 Analisis Deskripsi Data

Data yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah data tentang realisasi

APBD pemerintah kabupaten/kota di propinsi jawa barat. Terdapat 16

pemerintahan kabupaten dan 5 pmerintahan kota sebagai sampel yang dipilih

dalam penelitian ini. Data-data tersebut adalah data PAD, Pengeluaran Rutin (PR),

Bantuan/subsidi (B), dan Total Penerimaan Daerah (TPD). Berdasarkan

Kepmendagri No 29 Tahun 2002 diterapkannya anggaran berbasis kinerja

sehingga tidak adanya pos pengeluaran mtin pada laporan APBD tahun 2003,

maka peneliti menggunakan pos Belanja Administrasi Umum sebagai data

pengeluaran mtin karena data tersebut sifatnya rutin. Periode pengamatan dalam

penelitian ini adalah periode 3 tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun

1998/1999, 1999/2000. 2000 dan 3 tahun sesudah otonomi daerah yaitu tahun

2001. 2002, 2003. Analisis data disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:



550.000,00 .

500.000.00 |

450.000,00 1

400.000,00

350.000,00

300.000.00

250.000,00

200.000,00 {

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

Tabel dan Grafik 4.2

Analisis Data Tahun 1998-2003

1998 1999 2000 2001

/ pAP 20.901,12 22.65535 19.958,97 36.277,02 41.741,44 53.243,62
pR 76.458,35 112882,40^ 111.531.74 271.336.12 314.948.88 428.093,60
TPD 125.328,07 163.559,01 153.827,02 391.072.72 412.572,77 485.217,88
BANTUAN 101.590.92 135.795,80 128.982.40 317.791,70 339.117,41 403.047,36

Catatan: Angka-angka tersebut dalam jutaan rupiah

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata Penerimaan Asli Daerah (PAD)

pemerintahan kabupaten/kota di propinsi jawa barat dari tahun ke tahun
menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 1998 besamya PAD Rp

20.901.120.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 22.655.350.000 ini menunjukkan

adanya peningkatan PAD sebesar Rp 1.754.220.000 (8%), sedangkan pada tahun

2000 besamya PAD Rp 19.958.970.000 menunjukkan penurunan dibandingkan

tahun 1999 sebesar Rp 2.696.370.000 (12%). Penurunan PAD pada tahun 2000

disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya sealama 9bulan

karena pada tanggal 1Januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang periode

anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 awal otonomi daerah sudah

diberlakukan besamya PAD Rp 36.277.000.000 menunjukkan peningkatan yang

30

2002 2003



cukup tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 16.318.050.000 (82%). pada

tahun 2002 besamya PAD Rp 41.741.440.000 meningkat sebesar Rp

5.464.420.000 (15%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003

besamya PAD Rp 53.243.000 meningkat sebesar Rp 11.502.180.000 (28%). Dari

data diatas dapat dikatakan bahwa dengan diberiakukanya otonomi daerah

pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat dapat meningkatkan peran

PAD dalam penerimaan daerah untuk memenuhi penyelenggaraan

pemerintahannya sendiri.

Data mengenai Pengeluaran Rutin (PR) pada tahun 1998 besamya Rp

76.458.350.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 112.882.400.000 adanya

peningkatan sebesar Rp 36.424.050.000 (48%), sedangkan pada tahun 2000

besamya PAD Rp 111.631.740.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun

1999 sebesar Rp 1.250.670.000 (1%). Penumnan pengeluaran mtin pada tahun

2000 disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya selama 9

bulan karena pada tanggal 1 januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang

periode anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 pengeluaran mtin Rp

271.366.120.000 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan

tahun 2000 sebesar Rp 159.704.390.000 (143%), pada tahun 2002 besamya

pengeluaran mtin Rp 314.948.880.000 meningkat sebesar Rp 43.612.760.000

(16%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 besamya

pengeluaran mtin Rp 428.093.600.000 meningkat sebesar Rp 113.144.710.000

(35.92%). Dari data diatas dapat dikatakan bahwa periode setelah diberiakukanya



otonomi daerah pengeluaran rutin meningkat cukup tinggi terutama disebabkan

karena adanya transfer pegawai dari pusat dan adanya kenaikan gaji pegawai.

Pada tahun 1998 besamya Total Penerimaan Daerah (TPD) Rp

125.328.070.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 163.559.010.000. adanya

peningkatan sebesar Rp 38.230.940.000 (31%), sedangkan pada tahun 2000

besamya TPD Rp 153.827.020.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun

1999 sebesar Rp 9.732.000.000 (6%). Penumnan TPD pada tahun 2000

disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya selama 9 bulan

karena pada tanggal 1 Januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang periode

anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 TPD Rp 391.072.720.000

menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar

Rp 237.245.700.000 (154%), pada tahun 2002 besamya TPD Rp 412.752.770.000

meningkat sebesar Rp 21.500.050.000 (5%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan

pada tahun 2003 besamya TPD Rp 485.217.880.000 meningkat sebesar Rp

72.645.120.000 (18%) dibandingkan tahun 2002.

Selanjutnya data mengenai bantuan/subsidi (B) Pada tahun 1998 besamya

bantuan/subsidi (B) Rp 101.590.520.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp

135.795.800.000, meningkat Rp 34.204.870.000 (34%), sedangkan pada tahun

2000 besamya bantuan/subsidi Rp 128.962.400.000 menunjukkan penurunan

dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp 6.813.390.000 (5%). Pada tahun 2001

besamya bantuan/subsidi Rp 317.791.700.000 menunjukkan peningkatan yang

sangat tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 188.809.300.000 (146%). pada

tahun 2002 besamya bantuan/subsidi Rp 339.117.410.000 meningkat sebesar



Rp 21.325.710.000 (7%) dibandingkan tahun 2001. sedangkan pada tahun 2003

besamya bantuan/subsidi Rp 403.047.360.000 meningkat sebesar Rp

3.929.950.000 (19%) dibandingkan tahun 2002. Dari data diatas dapat dikatakan

bahwa periode setelah diberiakukanya otonomi daerah sumbangan/bantuan dari

pemerintah pusat masih nyata dan menunujukkan peningkatan yang sangat tinggi.

4.3 Analisis Data Rasio

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PAD, Pengeluaran

Rutin (PR), Total Penerimaan Daerah (TPD) dan Bantuan/subsidi (B) yang telah

dihitung dan dianalisis dengan analisis rasio berdasarkan masing-masing variabel

kemandirian daerah yaitu tingkat kemampuan pembiayaan (rasio PAD/PR),

tingkat ketergantungan (rasio B/TPD), dan tingkat desentralisasi fiskal (rasio

PAD/TPD). Analisis rasio tersebut menggunakan program Microsoft Excel

(selengkapnya lihat lampiran).

Tabel dan Grafik 4.3

Analisis Data Rasio 1998-2003
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1. Tingkat Kemampuan Pembiayaan. diukur dengan rasio Penerimaan Asli

Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR). Dari grafik diatas dapat

dilihat bahwa dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Periode sebelum

diberiakukannya otonomi daerah yaitu pada tahun 1998, 1999, dan 2000

masing-masing sebesar 28%, 20% dan 18% sedangkan pada periode sesudah

diberiakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-

masing sebesar 13%, 13% dan 12%. Penumnan ini terjadi pada periode

sesudah otonomi daerah disebabkan naiknya pengeluaran rutin yang cukup

tingi terutama pada tahun 2001 yang mencapai 143% dibandingkan periode

sebelum otonomi daerah, begitu pula dengan PAD pada periode sesudah

otonomi dearah juga mengalami kenaikan terutama pada tahun 2001 yang

mencapai 82% dibandingkan periode sebelum otonomi daerah (tahun 2000).

Seiring dengan naiknya Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada masa otonomi

daerah diikuti dengan naiknya pengeluaran mtin yang sangat tinggi. Kenaikan

pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan kenaikan PAD, sehingga

kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran mtin pada periode sesudah

otonomi daerah lebih kecil dibandingkan periode sebelum otonomi daerah.

2. Tingkat Ketergantungan, diukur dengan rasio Bantuan/'subsidi (B) terhadap

Total Penerimaan Daerah (TPD). Dari grafik diatas menunjukkan tingginya

bantuan/subsidi yang mendominasi penerimaan daerah. Pada periode sebelum

otonomi daerah rasio B/TPD pada tahun 1998, 1999, dan 2000 masing-masing

sebesar 80%, 84% dan 84%. Sedangkan pada periode setelah otonomi daerah

besamya bantuan/subsidi pada tahun 2001, 2002, dan 2003 masing-masing
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adalah 81%. 83%, dan 84%. Dari grafik diatas Sumbangan/bantuan dari tahun

ke tahun hampir menggambarkan pola garis lums, artinya bahwa

Sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat sangat tinggi terhadap penerimaan

daerah berkisar 80-84%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di

Propinsi Jawa Barat dengan diberiakukannya otonomi daerah

Sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat masih nyata. Hal ini disebabkan

karena kemampuan PAD dalam membiayaai penyelenggaraan pemerintah

masih sangat rendah.

3. Tingkat Desentralisasi Fiskal, diukur dengan rasio Penerimaan Asli Daerah

(PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Dari grafik diatas dapat

dilihat bahwa rasio PAD/TPD dari tahun ke tahun mengalami penumnan.

Periode sebelum diberiakukannya otonomi daerah yaitu pada tahun 1998,

1999, dan 2000 masing-masing sebesar 16%, 13% dan 13% sedangkan pada

periode sesudah diberiakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, 2002 dan

2003 masing-masing sebesar 9%, 10% dan 10%. Rendahnya rasio PAD/TPD

yang terjadi pada periode setelah otonomi daerah dibandingkan periode

sebelum otonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di

propinsi Jawa Barat belum mampu memaksimalkan kewenangan dan

tanggung jawab terhadap sumber-sumber penerimaan negara yang

dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.
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4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan profil atau

karakteristik sampel serta untuk mengetahui kemungkinan pola distribusi data.

Profil atau karakteristik data digunakan untuk memberikan gambaran hasil dengan

menggunakan jumlah sampel, nilai maksimum, nilai minimum, mean dan standar

deviasi. Penvajian statistik deskriptif masing-masing rasio disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4.4

Rasio N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD/PR 63 sebelum 0,06 0,71

0,34

0,2189 0,14569

63 sesudah 0,02 0,1275 0,07091

B/TPD 63 sebelum 0,59 0,95 0,8240 0,10020

63 sesudah 0,60 0,96 0,8289 0,07769

PAD/TPD 63 sebelum 0,05 0,34 0,1406 0,08260

63 sesudah 0,02 0,23 0,0963 0,04719

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio

PAD/PR sebelum otonomi daerah adalah 0.2189 (21.89%) dengan nilai standar

deviasi 0.14569 lebih besar dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.1275

(12.75%) dengan nilai standar deviasi 0.07091. Pada rasio B/TPD nilai rata-rata

sebelum otonomi daerah adalah 0.8240 (82.40%) dengan nilai standar deviasi

0.10020 lebih kecil sedikit dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.8289

(82.89%) dengan nilai standar deviasi 0.07769. Sedangkan pada rasio PAD/TPD

nilai rata-rata sebelum otonomi daerah adalah 0.1406 dengan nilai standar deviasi

0.08260 lebih besar dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.0963 dengan

nilai standar deviasi 0.04719.
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4.5 Analisis Hasil Uji Statistik

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata

(paired sample t test) yang bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata

kemandirian daerah dalam bentuk tingkat kemampuan pembiayaan, tingkat

ketergantungan, dan tingkat desentralisasi fiskal periode sebelum otonomi daerah

dengan periode setelah otonomi daerah adanya perbedaan secara signifikan.

Analisis ini juga akan mendukung hasil dari analisis data yang telah diuraikan

sebelumnya.

Berikut ini disajikan tabel hasil analisis paired sample t test dari semua

variabel yang di uji (selengkapnya lihat lampiran).

Tabel 4.5

Uji Paired Sample t Test

rasio Mean signifikansi (2-tailed) keterangan

sebelum sesudah

PAD/PR 0,2189 0,1279 0,000 Ho Ditolak

B/TPD 0,8240 0,8289 0,643 Ho gagal Ditolak

PAD/TPD 0,1406 0,0963 0,000 Ho Ditolak

Tingkat Kemampuan Pembiayaan, hasil uji statistik menunjukkan nilai

signifikansi (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05,

dengan demikian hasil tersebut menolak H0 yang berarti adanya perbedaan

yang sigifikan rasio PAD terhadap PR antara periode sebelum dengan

periode setelah diberiakukannya otonomi daerah,. Perbedaan tersebut

dapat dilihat dari nilai mean periode sebelum dan sesudah otonomi daerah

masing-masing sebesar 0.2189 (21.89%) dan 0.1279 (12.79%). Hal ini

menunjukan tingkat kemampuan pembiayaan daerah periode sebelum
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otonomi daerah lebih besar secara signifikan dibandingkan periode

sesudah otonomi daerah. Hasil ini konsissten dengan penelitian deskriptif

yang dilakukan oleh Landiyanto (2005) menyatakan bahwa rasio PAD

terhadap pengeluaran mtin setelah otonomi daerah lebih rendah

dibandingkan sebelum otonomi daerah, namun hasil penelitian ini tidak

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2001)

bahwa rasio PAD tehadap PR setelah otonomi daerah meningkat, hal ini

disebabkan PAD yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang

tinggi sehingga kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran mtin

cukup tinggi.

2. Tingkat Ketergantungan, hasil uji statistik menunjukkan nilai

signifikansi (2-tailed) sebesar 0.643 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05,

dengan demikian hasil tersebut tidak dapat menolak H0 yang berarti tidak

adanya perbedaan signifikan rasio Sumbangan/bantuan (B) terhadap Total

Penerimaan Daerah (TPD) antara periode sebelum dengan periode setelah

diberiakukannya otonomi daerah. Jika dilihat dari nilai mean periode

sebelum dan sesudah otonomi daerah masing-masing sebesar 0.8240

(82.40%) dan 0.8289 (82.89%) yang menunjukkan periode sesudah

otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan periode sebelum otonomi

daerah, tapi perbedaan tersebut tidak signifikan atau tidak mempunyai arti.

Hasil ini sesuai dengan pola grafik analisis data rasio yang

menggambarkan hampir membentuk garis lurus. Ini menunjukkan bahwa

diberlakukan tau tidak diberiakukannya otonomi daerah tidak memberikan



dampak terhadap kemandirian daerah dalam bentuk tingkat

ketergantungan dari pemerintah pusat. Hasil pengujian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin (2004), namun berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Landiyanto (2005) bahwa

tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya setelah otonomi daerah

menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi

daerah.

3. Tingkat Desentralisasi Fiskal, hasil uji statistik menunjukkan nilai

signifikansi (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05,

dengan demikian hasil tersebut menolak H0 yang berarti adanya perbedaan

yang sigifikan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total

Penerimaan Daerah (TPD) antara periode sebelum dengan periode setelah

diberiakukannya otonomi daerah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari

nilai mean periode sebelum dan sesudah otonomi daerah masing-masing

sebesar 0.1406 (14.06%) dan 0.0963 (9.63%) yang menunjukan tingkat

desentralisasi fiskal periode sebelum otonomi daerah lebih besar secara

signifikan dibandingkan periode sesudah otonomi daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa pada periode setelah otonomi daerah pemerintah

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat belum mampu melaksanakan

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat

dalam mengelola sumber-sumber penerimaan negara. Hasil ini konsissten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2002) menyatakan bahwa

adanya perbedaan yang signifikan rasio PAD terhadap TPD dan penelitian
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deskriptif yang dilakukan oleh Nuryadin (2004) bahwa rasio PAD

terhadap TPD setelah otonomi daerah menunjukkan lebih rendah

dibandingkan sebelum otonomi daerah.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik maka peneliti dapat

merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

• Periode setelah diberiakukannya otonomi daerah rata-rata Penerimaan

Asli daerah (PAD), Pengeluaran Rutin (PR), Bantuan/subsidi (B) dan

Total Penerimaan Daerah (TPD) Pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi

Jawa Barat dalam setiap tahunnya menunjukkan angka yang lebih tinggi

dibandingkan sebelum otoniomi daerah, Hal ini berarti dengan

diberiakukannya otonomi daerah memberikan dampak terhadap

peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah

(TPD) dan Pengeluaran Rutin (PR). Namun memberikan dampak pula

terhadap peningkatan bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

• Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio PAD terhadap PR

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum

dan sesudah otonomi daerah, perbedaan nilai rata-rata rasio tersebut

menunjukkan sebelum otonomi daerah lebih tinggi secara signifikan

dibandingkan setelah otonomi daerah, dengan demikian kemandirian

daerah dalam bentuk tingkat kemampuan pembiayaan daerah masih

relatif rendah. Hal ini disebabkan pada masa otonomi daerah besamya

pengeluaran mtin daerah meningkat sangat tinggi, terutama angka
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belanja pegawai yang sangat tinggi. salah satunya karena adanya

kenaikan gaji pegawai pada periode tersebut. sedangkan peningkatan

PAD menunjukkan peningkatan yang tidak terialu tinggi. Peningkatan

pengeluaran rutin tersebut tidak sebanding dengan peningkatan PAD,

sehingga kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin pada

periode setelah otonomi daerah lebih rendah.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio B terhadap TPD

menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara

sebelum dan sesudah otonomi daerah, hal ini disebabkan karena besamya

Bantuan/ subsidi dari pemerintah pusat yang masih mendominasi sangat

tinggi baik sebelum otonomi maupun sesudah otonomi daerah. Ini

menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah tidak memberikan

dampak terhadap kemandirian daerah dalam bentuk tingkat

ketergantungan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Penerimaan

Asli Daerah yang sangat rendah, sedangkan pengeluaran mtin yang

sangat tinggi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rutinnya pemerintah

dearah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio PAD terhadap TPD

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan, perbedaan

tersebut menunjukkan rata-rata rasio tersebut sebelum otonomi daerah

lebih besar dibandingkan periode setelah otonomi daerah, dengan

demikian bahwa kemandirian daerah dalam bentuk tingkat desentralisasi

fiskal masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode
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daerah. Hendaknva pemerintah daerah melakukan pembenahan

manajemen penerimaan daerah khususnya Penerimaan Asli Daerah (PAD)

agar dapat menghsailkan sumber pembiaayan yang maksimal sehingga

dapat memperkecil tingkat ketergantungan terhadap bantuan/subsidi dan

pemerintah pusat.

• Bagi kalangan akademisi, penelitian mengenai kemandirian daerah perlu

dikembangkan lebih luas, selain menambah khasanah kepustakaan juga

dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan daerah dalam masa

otonomi daerah sekarang ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

• Penelitian ini bersifat studi kasus, artinya sampel tidak berasal dari seluruh

propinsi di Indonesia sebagai suatu populasinya, sehingga simpulan yang

diambil mungkin hanya berlaku padapropinsi JawaBarat.

• Tolok ukur atau variabel tingkat kemampuan pembiayaan daerah, tingkat

ketergantungan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan salah satu di antaranya dari beberapa tolok

ukur yang ada.

• Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu

tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000,2000 dan tiga tahun sesudah

otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002, 2003.
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5.4 Saran Penelitian Berikutnya

• Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih

luas.

• Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tolok ukur atau

variabel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih kompetitif.

• Periode pengamatan untuk penelitian selanjutnya diharapkan

menggunakan lebih dari tiga tahun periode pengamatan.
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Rasio PAD/PR

SEBELUM
SESUDAH
\/aiirl N Histwise) 1

Rasio B/TPD

SEBELUM
SESUDAH

| Valid N(iistwise)

Rasio PAD/TPD

SEBELUM
SESUDAH
Valid N (Iistwise),

N

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

63

63

63

Minimum

,05

,02

Maximum

~ ~34"
,23

IV

Mean

Std. Deviation

,14569
,07091

Std. Deviation
10020

07769

Std. Deviation

,08260

,04719
,1406
,0963



PAD/PR Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N

Normal Parameters3'13

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

PAD/PR Setelah Otonomi Daerah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Normal Parameters313

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smimov Z
Asvrrtp. Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

63

,1279
,06945

,142

,142

-,085

1,124

,160



Rasio B/TPD Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

1 • BTPD

N

Normal Parameters3 b

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-SmirnovZ
Asvmp. Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

63

,8240

,10020

,138

,108

-,138

1,096

I ,181 I
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio B/TPD Sesudah Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smimov Test

BTPD

N

Normal Parameters313

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asvmp. Siq. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

63

,8289
,07769

,114

,085

-,114

,908

I ,382
a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.



Rasio PAD/TPD Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest

PADTPD

N

Normal Parameters3-15

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smimov Z
Asvmp. Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

63

,1406

,08260

,159

,159

-,136

1,259

I .084
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio PAD/TPD Setelah Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PADTPD

N

Normal Parameters3-15

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
1Asvmp. Siq. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

63

,0963
,04719

,160

,160

-,069

1,273

I ,078
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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